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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang saling
membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, dengan diciptakannya dua orang
manusia yang memiliki jenis kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan
perempuan bertujuan untuk mewujudkan keinginan yang sama, saling
mengenal, mengamati, mencintai dan bahkan keinginan yang sama untuk
melangsungkan perkawinan®. Hal tersebut juga termuat dalam QS. Ar-Rum
(30): 21:

Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya Dia menciptakan pasangan-

pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar cenderung merasa tentram

kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan atau sering disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan:
“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan
pengertian tersebut, maka tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha

Esa.

! Mulyadi, 1995, Hukum Perkawinan Indonesia, Semarang: Universitas Diponegoro, him. 6



Dalam upaya mencapai keluarga yang bahagia dan kekal maka setiap
keluarga harus menerapkan fungsi-fungsi yang berjalan dalam keluarga, fungsi
tersebut diantaranya yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, melindungi
reproduksi, sosial, pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan?. Apabila
fungsi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, maka akan mengakibatkan
perceraian, karena perceraian seringkali dianggap sebagai solusi terakhir dalam
mengatasi permasalahan dalam rumah tangga yang tidak terselesaikan.

Menjaga keutuhan rumah tangga tidaklah semudah membalikan telapak
tangan. Pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal, namun dalam kenyataannya perjalanan kehidupan rumah
tangga tidak selalu sesuai dengan keinginan manusia, meskipun sudah penuh
kehati-hatian tidak jarang dalam suatu perkawinan yang sudah berjalan
bertahun-tahun dapat berakhir dengan perceraian.

Secara umum tidak ada seorangpun yang menginginkan terjadinya
perceraian. Meskipun perceraian diperbolehkan, akan tetapi di sebagian orang
menganggap bahwa perceraian merupakan suatu bentuk kegagalan dan masalah
sosial. Hal tersebut dikarenakan telah merusak tatanan terkecil masyarakat yaitu
keluarga dan telah merusak tali perkawinan yang sebelumnya dianggap sakral.

Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun
1974 tentang Perkawinan atau sering disebut sebagai Undang-Undang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam.

2 Alfina Sari, Taufik Taufik, dan Afrizal Sano. "Kondisi kehidupan rumah tangga pasangan sebelum
bercerai dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian." Jurnal Konseling Dan Pendidikan 4.3
(2017): 41-51.



Perceraian diatur dalam hukum perkawinan karena perceraian merupakan
bagian dari perkawinan, oleh karena itu perceraian diatur dalam hukum
perkawinan.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Perceraian merupakan
salah satu sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan dapat terjadi
karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Istilah perceraian
menurut Undang-Undang Perkawinan menunjukan adanya®:

1. Tindakan hukum vyang dapat dilakukan untuk memutuskan

hubungan perkawinan antara suami dan isteri;

2. Peristiwva hukum yang memutuskan hubungan suami dan isteri

karena ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan
yang Maha Esa. Peristiwa hukum tersebut adalah kematian;

3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan dan berakibat
hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri.

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat dilakukan dengan cara
ceral talak atau cerai gugat. Cerai talak adalah gugatan perceraian yang
diajukan oleh suami kepada isterinya di Pengadilan Agama yang mewilayahi
tempat tinggalnya, sedangkan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang
diajukan oleh isteri kepada suaminya di Pengadilan Agama yang mewilayahi
tempat tinggal penggugat 4.

Perceraian memang diperbolehkan, akan tetapi perlu diketahui bahwa
Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersulit perceraian, yang
artinya bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan hukum

yang kuat bahwa antara suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri

3 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2019, Hukum Perceraian,
Jakarta: Sinar Grafika, him.16
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dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah
pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Hal tersebut termuat dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak;

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa
antara suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

3. Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam
peraturan perundangan tersendiri.

Alasan-alasan perceraian tersebut dijabarkan kembali dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Perkawinan. Adapun, alasan-alasan perceraian tersebut
yaitu sebagai berikut:

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa adanya alasan
yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

c. salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang dapat membahayakan pihak lain;

e. salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang
berakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
suami/isteri;

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian tersebut dijabarkan kembali dalam Pasal 116
Kompilasi Hukum Islam. Alasan tersebut sama dengan alasan perceraian
sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

1975, akan tetapi dengan adanya tambahan poin (g) suami melanggar taklik



talak dan (h) peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan ketidak
rukunan dalam rumah tangga.

Dengan menganut asas mempersulit perceraian diharapkan dapat
meminimalisir terjadinya perceraian, mengingat tujuan perkawinan yang
diharapkan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Akan
tetapi, dalam kenyataannya tingkat perceraian di Indonesia sangatlah tinggi,
terlebih pada tahun 2020. Dikutip dari lokadata.id, pada tahun 2020 terdapat
72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan melakukan perceraian®.
Banyaknya kasus perceraian tersebut juga didorong dengan adanya pandemi
Covid-19. Dimana dengan adanya pandemi Covid-19 memberi dampak yang
luar biasa terhadap seluruh aspek kehidupan manusia.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama untuk orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, wakaf
dan shadagah, zakat maupun infak, ekonomi Syariah, dan perkawinan
termasuk juga perceraian®.

Pengadilan Agama Semarang mencatat bahwa jumlah perceraian yang
diputus pada tahun 2020 sebanyak 3278 kasus. Perceraian tersebut sebagian
besar diajukan oleh pihak (cerai gugat) dengan perincian 2496 kasus, daripada

yang diajukan oleh pihak suami (cerai talak) sebanyak 810 kasus. Adapun

®Lokadata.id, 2021, Perceraian di Indonesia Terus Meningkat, Online:
https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat, diakses pada 2 Juni 2021

6 pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-
Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama



https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat

contoh putusan yang diputus Pengadilan Agama Semarang pada masa pandemi
Covid-19 tersebut yaitu Putusan No0.2017/Pdt.G/2020/PA. Smg, Putusan
No0.1351/Pdt.G/2020/PA. Smg, Putusan N0.1308/Pdt.G/2020/PA. Smg, dan
Putusan N0.2850/Pdt.G/2020/PA. Smg. Dimana dalam putusan tersebut diputus
pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan persoalan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti
dengan judul penelitian: “ANALISIS ALASAN PERCERAIAN PADA
MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SEMARANG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka
rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa sajakah yang menjadi alasan-alasan penyebab perceraian yang
dilakukan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-
Undangan mengenai keterkaitan alasan-alasan penyebab perceraian yang
dilakukan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan-alasan penyebab
perceraian yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan

Agama Semarang.



2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-
Undangan mengenai keterkaitan alasan-alasan penyebab perceraian yang
dilakukan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Semarang.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi
teoritis maupun praktis, adapun manfaat tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan
ilmu hukum khususnya Hukum Keperdataan, serta untuk menambah
wawasan dan pembelajaran ilmu di bidang Hukum Keperdataan berkaitan
tentang hukum perkawinan yang berkaitan tentang perceraian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberi
jawaban atas permasalahan yang diteliti serta untuk mengembangkan
penalaran, membentuk pola pemikiran yang yang dinamis sekaligus untuk
mengetahui kemampuan penulis dalam menetapkan ilmu hukum yang
diperoleh selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas
Katolik Soegijapranata Semarang.

E. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu prosedur atau tata cara dan teknik
penelitian yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga peneliti

mampu menguasai dan memperoleh metode penelitian hukum baik dalam



menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun metode penelitian,
sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka
pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan dengan
metode kualitatif menekankan pada proses atas perumusan masalah guna
mengkonstruksi gejala hukum yang kompleks’. Pendekatan kualitatif
dapat digunakan apabila ingin melihat dan menggungkapkan suatu
keadaan maupun objek dalam konteksnya, menemukan makna (meaning)
atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi
yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, Kata,
maupun kejadian serta dalam “natural setting 8. Metode ini berdasarkan
pada putusan-putusan pengadilan Agama, dan penelitian ini
memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman mengenai makna-
makna data yang diperolehnya.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, artinya penulis
ingin mendeskripsikan permasalahan hukum yang menjadi objek
penelitian. Deskriptif analitis yaitu berfungsi untuk menggambarkan

gejala hukum atau peristiwa hukum, dan menggambarkan adanya

7 Petrus Soejowinoto, dkk, 2018, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Universitas Katolik
Soegijapranata, him.17

8 A. Muri Yusuf, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, Jakarta:
Prenada Media, him. 43



hubungan antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan
yang lain.

Bersifat deskriptif maksudnya penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan keadaan objek atau peristiwa mengenai faktor-faktor
yang menjadi alasan-alasan perceraian yang diputus Pengadilan Agama
Semarang pada masa pandemi Covid-19. Bersifat analitis maksudnya
dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori, doktrin,
konsep, dan pendapat para ahli tentang Perkawinan dan Perceraian.

3. Objek dan Elemen Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi tentang Perceraian di
Pengadilan Agama Semarang pada masa pandemi Covid-19. Adapun
elemen-elemen yang akan diteliti oleh Penulis dapat diuraikan sebagai
berikut:

a. Laporan perkara tingkat pertama yang diterima Pengadilan Agama
Semarang pada tahun 2020

b. Putusan Pengadilan Agama Semarang terkait Perceraian yang diputus
Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Semarang pada masa
pandemi Covid-19

c. Hakim Pengadilan Agama Semarang

d. Panitera Pengadilan Agama Semarang

e. Peraturan Perundang-undangan terkait

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data



Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi
dua, yaitu:

1) Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari
sumber pertama, belum diolah dan diuraikan oleh orang lain®.
Data primer yang digunakan peneliti adalah data yang diperoleh
langsung melalui wawancara dengan objek penelitian.
Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan
mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau
Jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan
yang diharapkan'®. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan
kepada satu orang Hakim dan satu orang Panitera di Pengadilan
Agama Semarang.

2) Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan dari
sumber pertama yang telah diolah oleh orang lain. Data tersebut
diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa
peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya
yang berhubungan dengan permasalahan. Data sekunder
digolongkan menjadi tiga (3) yaitu:

a) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang

mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar, misalnya

% Petrus Soejowinoto, dkk, Op. Cit, him.19

10 Ronny Hanitiyo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia
Indonesia, him. 57.
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berupa Peraturan Perundangan®l. Adapun Peraturan

Perundangan yang digunakan, diantaranya yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama,

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan
dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama;

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama;

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
Kompilasi Hukum Islam;

Putusan  Pengadilan Agama Semarang  No.
N0.2017/Pdt.G/2020/PASmMg

Putusan  Pengadilan Agama Semarang  No.
1351/Pdt.G/2020/PASmMg

Putusan  Pengadilan Agama Semarang No.

1308/Pdt.G/2020/PASmMg

1 petrus Soerjowinato, dkk, Op. Cit, him.19
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10) Putusan  Pengadilan  Agama  Semarang  No.
2850/Pdt.G/2020/PASmMg

b) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer sebagai
penunjang untuk membantu menganalisa dan memahami
bahan hukum primer*2. Bahan hukum yang digunakan yaitu
buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil
penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian yang
berkaitan tentang perkawinan maupun perceraian.

c) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang
bertujuan untuk memberikan penjelasan tambahan tentang
bahan hukum primer maupun sekunder, misalnya kamus,
ensiklopedia, dan sebagainya®®.

b. Teknik Pengumpulan Data
1) Wawancara
Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi
dengan bertanya langsung kepada informan*. Wawancara dapat
dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada
informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan®,

Wawancara dilakukan secara terstruktur yang dilakukan secara

12 1bid
13 |bid
14 Ronny Hanitiyo Soemitro, Op. Cit, him. 57.
15 1bid
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tatap muka (face to face) kepada Hakim dan Panitera Pengadilan
Agama Semarang guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan
sesuai dengan penelitian.
2) Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan
cara mencari dan mengumpulkan data baik berupa catatan,
transkrip, buku, jurnal, surat kabar, majalah, literatur-literatur
yang berkaitan dengan penelitian'®. Dokumen yang digunakan
dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan
mengumpulkan data terkait perceraian yang diputus Pengadilan
Agama Semarang pada masa pandemi Covid-19, putusan
Pengadilan Agama Semarang tentang perceraian, Peraturan
Perundang-undangan yang berkaitan tentang perkawianan dan
perceraian, jurnal, buku, surat kabar, yang berkaitan tentang
perceraian pada masa pandemi Covid-19, dan lain sebagainya
yang berhubungan dengan objek penelitian.
5. Metode Pengolahan Data
Data yang telah diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data,
kemudian diolah dengan cara mengelompokan data dan memilih data yang
relevan dengan rumusan masalah. Data yang relevan dan dapat menjawab
rumusan masalah akan digunakan, sedangkan data yang tidak relevan akan

diabaikan. Proses pengelompokan dan pemilihan data tersebut dinamakan

16 Gulo W, 2002, Metodologi Penelitian, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, him. 83
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sebagai proses editing. Tahap terakhir yaitu data akan disusun secara
sistematis dalam bentuk uraian-uraian dan dilakukan analisis.
Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis data kualitatif. Maksud data analisis kualitatif adalah bahwa
metode ini tidak menggunakan bahan ilmu statistik ataupun hitungan
matematika dalam menganalisis permasalahan. Data yang diperoleh dari
Pengadilan Agama Semarang dan bahan-bahan yang dibutuhkan
dideskripsikan, dianalisis, dan disimpulkan sebagai hasil pemecahan atas

permasalahan yang ada.
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F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari
beberapa bab yang saling berkaitan dan berhubungan, berikut adalah rencana
sistematika penulisan:

Bab | adalah Bab Pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

Bab Il adalah Tinjauan Pustaka yang menguraikan bahan pustaka serta
teori-teori guna mendukung penelitian ini- meliputi tinjauan umum perkawinan,
tinjauan umum perceraian, tinjauan umum tentang Pandemi Covid-19, tinjauan
umum tentang Pengadilan Agama.

Bab Ill adalah Bab Hasil dan Pembahasan yang berisi tentang hasil
penelitian dan analisis pengaruh pandemi Covid-19 terhadap tingkat perceraian
di Pengadilan Agama Semarang untuk menemukan jawaban atas masalah atau
pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulis
terhadap permasalahan yang diangkat. Kesimpulan merupakan jawaban umum
dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, sedangkan saran

merupakan masukan yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.
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